BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR ./9. TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR HEWAN PADA DINAS
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN MUSI RAWAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan
Daerah Nomor ! Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu
menetaphkan Peraturan Bupati tensang Pembentukan Unit
Pelaksana TeknisPasar Hewanpada Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Petermakan Kabupaten Musi Rawas.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tenmang
Pembentukan Daerah Tinghat lI termasuk Kotapraja, dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petermakap
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S015), sebagrimans telah diubah
beberapa leali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 #entang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lLembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa laali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipsa Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
|

4



Menetaphan :

AN

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranghat Daerah
Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2016 Nomor 10}, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2021 Nomor 1};

8. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman
Pangan Hortikultura dan Petermnakan Kabupaten Musi Rawas
(Beritm Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023 Nomor
S3).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS PASAR HEWAN PADA DINAS TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN
MUSI RAWAS.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas.

3. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

PesernakanKabupaten Musi Rawas.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan,

Hoctikultura dan Petermakan Kabupaten Musi Rawas.
Sekretariat adalah Selaretaziat Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas.
Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Tanaman Pangan,
HorMkultura dan Petermmakan Kabupaten Musi Rawas.

7. Unit Pelaksana Teknis Pasar Hewan yang selanjutnya

disebut UPT Pasar Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis
Pasar Hewanpada Dinas Tanaman Pangan, Hoctikultura dan
Peternakan Kabupaten Musi Rawas.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Hewanyang selanjutnya

disebut Kepala UPT adalah Kepala UPI' Pasar Hewan pada
Dinas Tanaman Pangan, Horsikultura dan Peternahan
Kabupaten Musi Rawas.

2
(™.



9. Subbagian adalah Subbagian Tata Usaha UPT Pasar Hewan
pada Dinas Tanaman Pangan, Horsikultura dan Peternakan
Kabupaten Musi Rawas.

10. Kelompok Jabasan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional diLingkungan UPT Pasar Hewan pada Dinas
Tanaman Pangan Horsikuitura dan Peteemakan Kabupaten
Musi Rawas.

11.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2
(1) Melalui Peraturan Bupam ini dibentuk UPT Pasar Hewan
pada Dinas.
(2) UPT Pasar Hewan merupakan UPT Kelas A.

BAB Iil
KEDUDUKAN
Pasal 3

(1) UPT Pasar Hewan merupakan unsur pelaksana sebagian
kegiatan tekmis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan jual beli
ternak dalam wilayah Kabupatenpada Dinas.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
KepalaUPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaisanaan tugasnya
secara administratif dikoordinasikan oleh Selaretaris Dinas.

BAB IV
SUSUNAN ®RGANISASI
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT Pasar Hewan terdiri dari:

a. Kepala UPT;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

(3) Swukrur Organisasi UPT Pasar Hewan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian mdak
terpisahkan dan Peraturan Bupat ini.

BABV
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5
(1) UPT Pasar Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan
sebagian kegiatan #cknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang dibidang penyelengaraan dan fasilitasi
kegiatan jual beli ternak dalam wilayah Kabupaten.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), UPI' Pasar Hewan menyelenggarakan fiiigsi:
a. pengawasan dan pengendalian kegiatan jual beli ternak;
b. pusat informasi penawaran, permintaan termak dan
harga jual ternak;
c. penerbitan surat legalitas leepemilikan ternak yang
diperjualbelikan,
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d. pengelolaan pendapatan dari UPT' Pasar Hewan sebagai
sumber pendapatan asli daerah;

e. penatausahaan administrasi administrasi UPT;

f. penggoordinasian dengan instansi terkait sesuai dengan
tugasnya; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian,

mempunyai tugas:

a. melaksanakan urusan ketatausahaan dan administrasi
kepegawaian UPT;

b. melaksanalkean administrasi keuangan meliputi perencanaan
keuangan, membuat dan mengajukan rencana anggaran,
pertanggungjawaban keuangan, administrasi penerimaan
dan pengeluaran, tugas pembukuan dan pelaporan
keuangan serta administrasi keuangan lainnya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. melaksanakan pengaturan, perencanaan kebutuhan kantor,
pengadaan barang, inventarisasi, pemeliharaan dan
pengaturan tata rusng kantor serta pelaksanaan urusan
umum dan perlengkapan lainnya yang dipandang perlu;

d. memberikan sarap dan pertimbangan kepada Kepala UPT
tentang langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan
tugasnya; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT
sesuai dengan tugasnya.

BABVI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian
dan kebutuhan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari s¢jumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk.

(4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 8
Dalam melaksanalean tugesnya, Kepala UPT dan Kepala
Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinleronisasi baik
dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit
organisasi/instansi lainnya.
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Pasal 9
Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan
Fungsionalwajib mengawasi bawahannya., mengoordinasikan
bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah yang diperiukan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10
Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan
Fungsionalwajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggungjawab kepada atasan masingmasing serta
menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VIIL
KEPEGAWAIAN
Pasal 11
(1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian diangkat dan
diberhensikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas seWinglsat Jabatan
Sttuktural Eselon IV.a.
(3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabasan Pengawas
setinglsat Eselon IV.b.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini
ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
dilansilwiya pejabat UPT yang baru.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Pelaksanaan Teknis Pasar Hewan pada Dinas Pertanian dan
Peternakan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



Pasgal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Belit,
pada tanggal, 7 Ju 2824

BUPATI MUSt RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 7 Jum 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2”74 N@eM®R .9 .

SMEERAMBESUAI DENGAN ASLINYA
a5 IANEAGIAN HUKUM,

"\ DYA NINGSIH, S H
< Pefiata Tk. I

SreL1810301 200604 2 006




LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR ./9. TAHUN 2£24

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEL.AKSANA
TEKNIS PASAR HEWAN PADA DINAS
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

STRUKTUR ORGANISASIUNIT PELAKSANA TEKNIS PASAR HEWAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA UPT
KASUBBAG
TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD



